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    B U P A T I   K L A T E N

Nomor

:   800/600/12




Klaten, 28 Februari 2007

Sifat

:   Segera




  

Perhal

:   Calon Kepala Desa



Kepada :



    Dari Pegawai Negeri Sipil



    _____________________
        Yth
1.   Sekretariat DPRD ;

2. Para Asisten Sekda ;

3. Para Kepala Badan ;

4. Para Kepala Dinas;
5. Para Kepala Kantor;
6. Para Kepala Bagian Setda;
7. Sekretaris KPU

8. Para Camat

di- Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Klaten.
            Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/184/PMD tanggal 16 Januari 2007 tentang Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan Nomor : 148/348/PMD Tanggal 21 Februari 2007 tentang Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Guru.

Sehubungan hal tersebut kami sampikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar ketentuan mengenai Persyaratan Calon Kepala Desa dari   Pegawai Negeri Sipil diatur dalam :

a. Pasal 44 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;
b. Pasal 19 Peraturan Daerah No 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

c. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

2. Tata Cara dan Persyaratan Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil :
a. Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam poin 1 huruf a, b, dan c tersebut diatas ; 

b. Telah dibuka pengumuman pengisian lowongan jabatan Kepala desa setempat ;

c. Membuat Surat Permohonan ijin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa secara hierarkhi kepada Bupati ;

d. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansi tempat bekerja ;

e. Memperoleh ijin tertulus dari pejabat yang berwenang (Bupati).

3. Ijin tertulis sebagaimana tersebut diatas diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/ tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat ;

b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi ;

c. Bupati/ Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ;

d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/ Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal. 

4. Ketentuan pencalonan Pegawai Negeri Sipil Guru menjadi Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaiman tersebut pada poin 1, 2 dan 3 diatas.

5. Tenaga honorer diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa agar membuat surat pernyataan untuk memilih salah satu pekerjaan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan segera disosialisasikan kepada para Pegawai Negeri Sipil di Instansi Saudara.






BUPATI KLATEN






  SUNARNA, SE

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah

2. Ketua DPRD Kab. Klaten

3. Arsip

…………………………………..
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